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Kata Pengantar 

 

Pemerintah Indonesia mendapatkan dana hibah pertama US$ 3,6 Juta 
untuk program kesiapan implementasi REDD ini tahun 2011-2016 serta 
dana hibah US$ 5 Juta untuk periode tahun 2017-2019 dari Forest 
Carbon Partnership Facility (FCPF) melalui Bank Dunia untuk 
membiayai persiapan implementasi REDD+ di Indonesia.  

Dana hibah dikucurkan untuk membiayai berbagai kegiatan Persiapan 
implementasi REDD+ baik di level nasional maupun sub nasional 
(provinsi). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan 
Perubahan dan Iklim (P3SEKSI) serta Direktorat Perubahan Iklim 
menjadi institusi pelaksana dari proyek ini.  

Project Management Unit (PMU) FCPF bermitra dengan Dewan Daerah 
Perubahan Iklim Kalimantan Timur (DDPI  Kaltim) dalam rangka 
melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak di 
Kalimantan Timur. 

Dalam proses persiapan menuju implementasi REDD+ Carbon Fund di 

Kalimantan Timur 2020-2024 ini, terdapat praktik-praktik terbaik dan 

pembelajaran yang dapat diadaptasi untuk berbagai proyek yang 

serupa. Buku ini menguraikan rangkuman singkat praktik terbaik (best 

practices) dan pembelajaran (lesson learned), disarikan dari hasil 

wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam proses. Kiranya 

bermanfaat. Terima kasih.   

 

Bogor, November 2019 

 

Penyusun 
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Praktik Terbaik & Pembelajaran  
Readiness Fund FCPF untuk REDD+ di Kaltim 
 

1. Proyek REDD+ Skala Yurisdiksi Pertama di 

Indonesia 
 

Proyek REDD+ di Indonesia yang akan diimplementasikan pertama dalam 

lingkup wilayah Kalimantan Timur menjadi kebanggaan tersendiri baik 

bagi KLHK, Pemprov bahkan Warga Indonesia pada umumnya. Dengan 

pendekatan yurisdiksi ini jika berhasil, maka Indonesia akan memberikan 

pesan yang positif ke dunia internasional bahwa komitmen Indonesia 

untuk meratifikasi beberapa perjanjian atau konvensi internasional telah 

nyata diaplikasikan. Dimana dalam sektor Kehutanan pertama kali akan 

dilaksanakan di Kalimantan Timur. 

Indonesia telah menyatakan komitmennya pada Conference of Parties 

(COP) 15 tahun 2009 untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 

sebesar 26% (dengan usaha sendiri) dan sebesar 41% (jika mendapat 

bantuan internasional) pada tahun 2020. Komitmen Indonesia tersebut 

diperkuat melalui dokumen Nationally Determined Contribution 

(NDC) Republik Indonesia yang pertama pada bulan November 2016 

dengan ditetapkannya target unconditional sebesar 29% dan target 

conditional sampai dengan 41% dibandingkan skenario business as usual 

(BAU) di tahun 2030. Secara nasional, target penurunan emisi pada 

tahun 2030 berdasarkan NDC adalah sebesar 834 juta ton CO2e pada 

target unconditional (CM1) dan sebesar 1,081 juta ton CO2e pada target 

conditional (CM2). Untuk memenuhi target tersebut, secara nasional 

telah dilakukan berbagai aksi mitigasi pada semua sektor 

oleh penanggung jawab aksi mitigasi dan dapat dilihat di tautan 

(http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3150-kontribusi-penurunan-

emisi-grk-nasional,-menuju-ndc-2030.html). 

http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3150-kontribusi-penurunan-emisi-grk-nasional,-menuju-ndc-2030.html
http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/3150-kontribusi-penurunan-emisi-grk-nasional,-menuju-ndc-2030.html
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Guna mendukung implementasi REDD+ berskala yurisdiksi Kaltim ini, 

maka keterlibatan berbagai sektor juga menjadi keniscayaan. Berbagai 

kebijakan di sektor hutan dan lahan terus diambil oleh Pemprov Kaltim. 

Beberapa diantaranya misalnya dukungan penerapan pengelolaan hutan 

lestari (SFM), penerapan hutan bernilai konservasi tinggi (HCVF) dalam 

wilayah perkebunan dan konsesi hutan alam, moratorium perizinan 

tambang, dan sebagainya. 

Implementasi REDD+ Carbon Fund melalui dana hibah FCPF akan 

diimplementasikan tahun 2020-2024 dan proses mempersiapkan segala 

perangkat dan pra kondisi pemungkin yang terus digalakkan menjadi 

praktik terbaik Kaltim menuju implementasi penuh REDD+. Upaya Kaltim 

ini menunjukkan komitmen yang kuat Pemerintah Daerah menuju 

pembangunan hijau, pembangunan rendah emisi karbon. Kaltim 

memang lebih maju dari provinsi lain, lebih duluan dan jika berhasil 

dengan program penurunan emisi ini akan menjadi pembelajaran dan 

acuan/patokan (benchmark) bagi pelaksanaan program REDD+ lainnya di 

Indonesia. 

 

 t9a.9[!W!w!b 
 

Pembelajaran dari proyek REDD+ skala yurisdiksi pertama di 
Indonesia: 
V Wujud nyata komitmen Indonesia meratifikasi beberapa 

perjanjian atau konvensi internasional. 
V Komitmen Indonesia menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 

mendapatkan bantuan internasional. 
V Memperkuat komitmen Pemerintah Daerah menuju 

pembangunan rendah emisi karbon. 
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2. Insentif Berbasis Kinerja 
 

FCPF, satu-satunya yang mengucurkan dana hibah persiapan untuk 

pembangunan perangkat REDD+ di level nasional dan provinsi, serta 

berbagai pengembangan sistem pendukung implementasi program 

penurunan emisi (REDD+) di Kalimantan Timur tahun 2020-2024. 

FCPF, satu-satunya mekanisme pertama yang akan merealisasikan dana 

carbon fund di Kalimantan Timur. Satu-satunya yang akan membayarkan 

kinerja pihak-pihak yang berkontribusi dalam penurunan emisi di 

Kalimantan Timur. Pembayaran berbasis kinerja (Result-Based Payment) 

ini telah diatur dalam dokumen BSM (Benefit Sharing Mechanism). 

Adapun penyusunan dokumen ini melalui proses diskusi dan konsultasi 

publik sehingga menghasilkan kesepakatan pembagian manfaat bagi 

semua pihak yang terlibat dalam program penurunan emisi di Kaltim.   

Dalam dokumen rencana pembagian manfaat (BSM) yang disusun dalam 

kerangka mendukung implementasi FCPF Carbon Fund tercantum 

dengan jelas siapa kelompok penerima manfaat (beneficiaries), apa 

manfaat yang diterima (benefits) dan bagaimana mendistribusikan 

manfaat (benefit distribution) kepada yang berhak menerimanya. 

 

 t9a.9[!W!w!b 
 

Pembelajaran dari insentif berbasis kinerja: 
V Membayarkan kinerja pihak-pihak yang berkontribusi dalam 

penurunan emisi akan memberikan stimulus positif dan energi 
untuk berkarya lebih baik. 

V Pengaturan pemberian manfaat sangat baik diatur dan disepakti 
di awal proyek agar menghindari berbagai potensi konflik. 
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3. Kolaborasi Pemerintah Pusat & Daerah 
 

Kolaborasi merupakan proses partisipasi dan segala bentuk kerjasama 

yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok untuk mencapai hasil 

tertentu. Membangun kolaborasi memerlukan proses untuk mencapai 

saling  percaya (mutual trust), saling menghormati (mutual respect) dan 

saling memahami (mutual understanding) tujuan bersama yang ingin 

dicapai.  

Proyek dibawah mekanisme dana hibah FCPF untuk persiapan 

implementasi REDD+ merupakan kolaborasi Pemerintah Pusat 

(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Timur. Lebih khusus P3SEKPI selaku executing 

agency dan juga Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim selaku 

implementing agency dari proyek ini telah berkolaborasi dengan sangat 

baik mempersiapkan berbagai perangkat yang diperlukan. Jika melihat 

kolaborasi yang baik ini tercipta didasari adanya niat baik KLHK untuk 

membantu program pembangunan hijau Kaltim.  

Niat baik KLHK untuk memilih Kaltim menjadi lokasi implementasi REDD+ 

melalui mekanisme FCPF disambut dengan baik Pemprov Kaltim. 

Sambutan baik itu ditandai dengan adanya aksi-aksi mempersiapkan 

data, perangkat dan segala sumber daya yang diperlukan. Bahkan 

Pemprov Kaltim bersedia memfasilitasi pelibatan masyarakat adat dan 

lokal dan semua pihak yang akan terlibat dalam proyek. Kesediaan 

mengintegrasikan program REDD+ dalam rencana strategi 

pembangunan daerah bahkan mengembangkan perangkat hukum yang 

diperlukan dalam bentuk surat keputusan, peraturan daerah dan 

lainnya. 
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 t9a.9[!W!w!b 
Pembelajaran dari kolaborasi pemerintah pusat dan daerah: 
V Kolaborasi bisa tercapai jika ada saling  percaya, saling 

menghormati, dan memiliki tujuan bersama.  
V Kolaborasi dirawat dengan komunikasi dan koordinasi yang baik 

serta aksi-aksi nyata bersama.  

 

 

Gambar: Konferensi Pers Launching Pre-Negosiasi ERPA di Samarinda 

(Koloborasi Pemerintah Nasional dan Sub Nasional)  
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4. Komitmen Kepala Daerah 
 

Program persiapan implementasi REDD+ melalui mekanisme FCPF 

Carbon Fund 2020-2024 bisa dilaksanakan karena ada komitmen dan 

dukungan yang besar secara pribadi dari H. Isran Noor Gubernur 

Kalimantan Timur. Dimana beliau dalam beberapa pertemuan yang 

penting dan audiensi, Isran Noor menyatakan siap melaksanakan 

program ini sesegera mungkin di Kaltim.  

Selain komitmen pribadi, menurutnya program REDD+ ini  selaras 

dengan visi Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat, khususnya dalam 

misi keempat yakni Berdaulat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang Berkelanjutan.  

Gubernur Kaltim yang juga sebagai Ketua Umum Dewan Daerah 

Perubahan Iklim Kalimantan Timur (DDPI Kaltim) ini menyadari betul 

bahwa Kaltim adalah bagian dari paru-paru dunia, dan jika soal hutan 

bukan hanya urusan Kaltim, tapi urusan dunia. Beliau memberikan 

catatan penting bahwa setiap gerak pembangunan Kaltim harus tetap 

memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan. Jika Kaltim membangun 

tanpa mempertimbangkan kaidah-kaidah lingkungan, maka sudah tentu 

akan menjadi sorotan dunia. 

Dalam arahannya dalam kegiatan Launching Pre Negosiasi ERPA dan 

Talkshow Pembagian manfaat program penurunan emisi di Kaltim, 

Gubernur Kaltim juga menekankan bahkan saat Kaltim ditunjuk menjadi 

Ibu Kota Negara konsepnya adalah Forest City. Konsep IKN ini tetap akan 

sejalan dengan program penurunan emisi yang akan dilaksanakan di 

Kaltim 2020-2024. 
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Pembelajaran dari komitmen kepala daerah: 
V Komitmen kepala daerah bisa diraih jika ada komunikasi yang baik 

dan intensif dengan kepala daerah. 
V Komitmen kepala daerah akan mendorong pihak lain yang terkait 

mendukung dan terlibat secara maksimal. 

 

 

Gambar: Gubernur Kaltim Memberikan Arahan Saat Launching dan 

Talkshow Pre-negosiasi ERPA dan Talkshow Pembagian Manfaat 

Program Emisi (Samarinda, 9 September 2019) 
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5. Koordinasi di Berbagai Level 
 

Kaltim terpilih menjadi lokasi pertama yang dipilih skala yuridiksi 

mengimplementasikan REDD+ melalui mekanisme FCPF Carbon Fund. 

Tentu bukan hal yang mudah membangun komunikasi dan koordinasi 

yang kuat agar proses ini bisa berjalan dengan baik di tingkat nasional, 

sub nasional bahkan sampai tingkat tapak. Dengan fasilitasi project 

management unit (PMU), koordinasi di berbagai level berhasil dengan 

baik dilaksanakan. 

Join Mission antara Pemerintah Indoensia dan World Bank, yang 
dilaksanakan 2-3 kali dalam setahun sangat efektif membangun 
kesepahaman diantara para pihak. Banyak kesiapan teknis seperti 
pembahasan dokumen safeguards, dokumen rencana pembagian 
manfaat (BSP), dokumen operasional manual (POM), dokumen 
monitoring dan evaluasi (monev), bahkan kesiapan teknis menuju pre 
negosiasi dan negosiasi kesepakatan pembayaran penurunan emisi 
(ERPA/Emission Reductions Payment Agreement) dibahas dengan ditail 
di pertemuan ini.  

Pertemuan Dewan Pengarah (SC) selaku pengambil keputusan dan tim 
teknis serta unit pengelola proyek secara berkala telah membuat paket 
kesiapan implementasi REDD+ terbangun sesuai tata waktu yang 
diharapkan. Pihak yang terlibat baik dalam kapasitas sebagai SC, tim 
teknis dan pengelola telah menjadi agen penyalur informasi yang sangat 
efektif ke berbagai pihak terkait di nasional, sub nasional bahkan tapak.  

Rapat Koordinasi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di level provinsi, 
merupakan sarana untuk mengintegrasikan program penurunan emisi 
dalam rencana pembangunan daerah. Pertemuan informal lainnya 
seperti coffee morning, juga telah menjadi sarana untuk berdialog dan 
menyampaikan perkembangan kesiapan REDD+ secara simultan. Bahkan 
acara dialog interaktif skala luas dengan melibatkan berbagai pihak 
digelar atas kerjasama Kementerian LHK dan Pemerintah Kalimantan 
Timur.  
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Pembelajaran dari cara berkoordinasi di berbagai level: 
V Join Mission antara Pemerintah Indonesia dan World Bank 

sangat efektif membangun kesepahaman para pihak. 
V Pertemuan di berbagai level baik formal maupun informal akan 

efektif jika ada topik bahasan dan tujuan yang jelas.    

 [ 

 

 

Gambar: Peserta Workshop ERPA di Jakarta  
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6. DDPI Kaltim Perekat yang Handal 
 

Dewan Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur (DDPI Kaltim) 

dibentuk atas prakarsa Gubernur Kalimantan Timur. Selaku ketua DDPI 

Kaltim, rupa-rupanya Gubernur memahami benar bahwa implementasi 

REDD+ memerlukan kerjasama semua pihak. DDPI Kaltim menyuarakan 

suara gubernur ke luar dan menjadi perekat bagi konstituens di 

Kalimantan Timur yang memiliki perhatian terhadap isu perubahan iklim. 

Keberadaan DDPI Kaltim membangun dan memperkuat kebersamaan 

dengan membangun komunikasi dan koordinasi yang kuat. 

DDPI Kaltim dalam mendukung persiapan program REDD+ FCPF Carbon 

Fund di Kalimantan Timur dengan memfasilitasi koordinasi, komunikasi 

dan memberikan pemahaman tentang proyek ke berbagai pihak di 

Provinsi Kaltim bahkan nasional dan internasional. DDPI yang 

menjalankan fungsi ini menyadari benar bahwa keberhasilan pencapaian 

program kuncinya pada bagaimana seni berkomunikasi dan 

berkoordinasi. Peran ini bagi DDPI Kaltim tidak menjadi beban tetapi 

justru menjadi tantangan dalam menjalankan peran dan fungsi strategis 

guna mendukung Kaltim yang berdaulat dalam pengelolaan sumber daya 

alamnya. 

Prof. Daddy Ruhiyat, sebagai Ketua Harian DDPI Kaltim merupakan sosok 

yang disegani dan selama memimpin DDPI Kaltim memiliki peran besar 

untuk menyatukan berbagai pihak. Sebagai guru besar di Universitas 

Mulawarman, Prof. Daddy Ruhiyat dengan perannya selaku soko guru 

membuat komunikasi di semua kalangan baik pemerintah, swasta, 

akademisi bahkan masyarakat menjadi cair dan lancar.  
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Pembelajaran dari DDPI Kaltim perekat yang handal: 
V Dibentuk atas prakarsa Gubernur Kaltim. 
V DDPI Kaltim menjalankan tupoksinya dengan baik. 
V Prof.Daddy Ruhiyat (Ketua Harian DDPI Kaltim), sosok yang  

disegani dan menjadi soko guru di Kaltim.      

 

 

Gambar: Prof. Daddy Ruhiyat Ketua Harian DDPI Kaltim selaku soko 

guru mitra pembangunan di Kaltim 
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7. Pelibatan Masyarakat Adat dan Lokal  
 

Pelibatan masyarakat adat dan lokal dalam proyek REDD+ merupakan 

amanah dan prasyarat. Artinya masyarakat bisa bebas memutuskan 

apakah akan terlibat dalam proyek ini atau tidak. Proses menuju 

implementasi REDD+ di Kaltim bagi pemrakarsa proyek yaitu (KLHK dan 

Pemprov Kaltim) terus melakukan proses konsultasi publik yang pararel 

dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, sampai ke tingkat 

desa/kampung. Proses ini untuk mendapatkan kepastian dan komitmen 

bahwa masyarakat adat dan lokal dengan informasi dan kesadaran 

penuh ingin terlibat. Proses konsultasi ini disebut Persetujuan Atas Dasar 

Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa atau FPIC). 

FPIC berbasis pada hukum internasional dan hukum nasional di beberapa 

negara. Status hukumnya telah diperkuat melalui adopsi dari Deklarasi 

PBB tentang Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) pada tahun 2008. Berasal 

dari hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri, kemudian 

semakin diperluas ke semua masyarakat lokal dengan hubungan historis 

atau adat atas tanah dan sumber daya yang mereka gunakan. FPIC 

dibahas sebagai salah satu dari beberapa perlindungan untuk REDD+. 

Pelibatan masyarakat melalui rangkaian konsultasi FPIC dalam konteks 

program REDD+ dalam kerangka pelaksanaan Forest Carbon Partnership 

Facility (FCPF) Carbon Fund di Kalimantan Timur selain alasan sosial yaitu 

keterkaitan langsung masyarakat dengan sumberdaya hutan dan lahan, 

juga karena pertimbangan teknis program ini akan lebih berhasil 

sebagaimana yang diamanatkan oleh dokumen proyek (ERPD) dan 

mandat COP UNFCCC (Kerangka Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim) 

ke-16 di Cancun tahun 2010.  

Dalam kerangka FCPF persiapan implementasi Program REDD+ di Kaltim 

juga telah melalui konsultasi publik proses penyusunan dokumen 

kesepakatan pembagian manfaat dari FCPF Carbon Fund berbasis 

kinerja. Prosentasi insentif  yang diterima dalam bentuk moneter dan 

insentif berupa program (non meneter) telah disusun berdasarkan 
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beberapa pertimbangan dari aspek teknis, kebutuhan dan sisi manfaat. 

Proses ini melibatkan masyarakat dan pihak terkait. Konsultasi dan 

sosialisasi program FCPF dilakukan dari level nasional, provinsi, 

kabupaten/kota sampai pada level tapak (desa/kampung).    

 

 t9a.9[!W!w!b 
 

Pembelajaran dari pelibatan masyarakat adat dan lokal: 
V Keterlibatan masyarakat suatu keniscayaan karena  sesuai 

dengan amanah hukum/kebijakan/perjanjian  nasional dan 
internasional.  

V Jika masyarakat dilibatkan maka akan memberikan Persetujuan 
Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa atau 
FPIC) dan membangun kepemilikan. 

 

 

Gambar: Penandatangan Berita Acara Konsultasi Publik Padiatapa 

Tingkat Provinsi Kalimantan Timur  
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8. Mitra Pembangunan yang Komitmen 
 

Upaya Pemerintah Kalimantan Timur dalam membangun Kaltim untuk 

semua didukung oleh segenap masyarakat Kalimantan Timur dan mitra 

pembangunan seperti perusahaan, akademisi, lembaga swadaya 

masyarakat (LSM) baik lokal maupun internasional bahkan berbagai 

kerjasama internasional yang ada di Kalimantan Timur.  

Dalam mempersiapkan implementasi FCPF Carbon Fund, sejak dari 

tahapan pertama persiapan proyek tahun 2011-2016 dan tahap kedua 

tahun 2017-2019, dukungan mitra pembangunan kepada Pemerintah 

Kalimantan Timur seperti dalam penyusunan perangkat REDD+ dan 

berbagai dokumen seperti ER-PIN, ERPD, safeguards, BSM, dan lain-lain. 

Pembelajaran yang menarik dari proses ini yaitu bahwa tahapan 

persiapan menuju implementasi ini menempuh perjalanan yang 

panjang, butuh energi dan sumber daya yang besar. Tetapi mitra 

pembangunan di Kaltim seperti GGGI, TNC, WWF, GIZ Forclime, Bioma, 

Bumi dan lain-lain selalu mendukung dan semangat membantu. 

Kontribusi setiap lembaga tentu saja sesuai dengan kapasitas dan 

kompetensinya. Secara khusus misalnya GGGI secara intensif membantu 

penyusunan ERPD Kaltim dari awal sampai dokumen diterima oleh CFP 

(negara donor).  
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Pembelajaran dari mitra pembangunan yang komitmen: 
V Pemrakarsa proyek perlu memetakan mitra yang potensial dan 

melibatkan mereka sesuai kapasitas dan kompetensinya. 
V Pemrakarsa proyek mengelola dan merawat  sumberdaya 

dengan baik agar tujuan bersama tercapai. 
 

 

Gambar: Beberapa Mitra Pembangunan di Kaltim (TNC, GGGI, Planete 

Urgence) yang selalu mendukung kegiatan FCPF  
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9. Peningkatan Kapasitas Stakeholders 
 

Menjadi kebiasaan umum di beberapa institusi jika ada permintaan 

suatu data atau informasi baru akan  berusaha menemukan atau 

menyiapkan data atau informasi yang diperlukan tersebut. Demikian 

halnya saat FCPF mulai di Kaltim ada kebutuhan mengetahui sejarah 

penggunaan lahan untuk menghitung emisi karbon hutan sejak tahun 

2016. Otomatis muncul kesadaran berjamaah Kaltim untuk melakukan 

studi perubahan tutupan lahan untuk menghitung emisi karbon 

tersebut. Dalam proses ini dikomandani akademisi dari Universitas 

Mulawarman dan didukung mitra pembangunan lainnya di Kaltim 

seperti TNC, WWF, GGGI, dan lain-lainnya. 

Bukan hanya mempersiapkan data dasar untuk keperluan mengetahui 

tutupan lahan, dalam penyusunan konsep dasar program penurunan 

emisi di Kaltim (ER-PIN) sampai pada penyusunan dokumen program 

pengurangan emisi di Kaltim (ERPD), tim Kaltim sesuai dengan 

kompotensinya masing-masing mengambil peran dan inisiatif terlibat 

secara aktif. Setiap lembaga sesuai kapasitasnya mengambil bagian 

masing-masing untuk proses persiapan implementasi proyek REDD+ 

FCPF ini.  Saat terlibat dalam proses inilah membuat kapasitas anggota 

tim menjadi dioptimalkan bahkan berkembang. 

Peningkatan kapasitas mitra FCPF di Kaltim dilakukan dengan cara 

pelatihan teknis dan manajerial. Proyek FCPF dengan dana readiness 

fund yang dikucurkan oleh World Bank membantu peningkatan kapasitas 

mitra baik di level nasional maupun sub nasional. Misalkan saja terkait 

peningkatan kapasitas dalam hal pengelolaan data spasial untuk 

menurunkan ketidakpastian data emisi dari tutupan lahan, monitoring 

dan pelaporan data lahan dan hutan, pengelolaan kualitas data PSP, 

peningkatan kapasitas dalam pengelolaan hutan lestari (SFM) dan 

kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV), mempromosikan pengelolaan 

tambak ramah lingkungan di areal mangrove, pengembangan sistem 

pelaporan dan penanganan keluhan dan sebagainya. 
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Bahkan melalui readiness fund  FCPF ini juga, tim nasional dan sub 

nasional mengembangkan kapasitasnya dalam hal memahami dan 

bagaimana melakukan negosiasi proyek REDD+ di level internasional, 

bagaimana memanfaatkan dan membuka jaringan yang lebih luas untuk 

mendapatkan dukungan non moneter baik di dalam negeri maupun di 

luar negeri untuk program penurunan emisi. Banyak lagi fasilitas lainnya 

melalui pertemuan, lokakarya dan diskusi lainnya yang difasilitasi FCPF 

untuk pengembangan kapasitas stakeholders dari level nasional, provinsi 

bahkan sampai level tapak (desa dan kampung).   
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Pembelajaran dari peningkatan kapasitas stakeholders: 
V Dengan terlibat dalam proses FCPF ini, otomatis akan 

meningkatkan kapasitas stakeholders yang terlibat. 
V Pengembangan kapasitas di berbagai level akan mendukung 

hasil yang lebih baik dan produk yang lebih bermutu. 

 

Gambar: Kegiatan Sosialisasi untuk Peningkatan Kapasitas Masyarakat  
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10. Terobosan Kebijakan Swasta Dalam 

Penurunan Emisi 
 

Pertanyaan menarik yang selalu mengemuka saat proses persiapan FCPF 
di Kaltim berjalan yaitu  bagaimana menguatkan peran swasta dalam 
penurunan emisi di Kaltim. Melalui fasilitasi Readiness Fund FCPF, tim 
peneliti dari P3SEKPI mengemukakan  bahwa peran swasta masih kurang 
didukung oleh kebijakan yang kondusif dan masih perlu memberikan 
beberapa alternatif bagaimana swasta bisa lebih berperan.  

Beberapa alternatif terobosan kebijakan yang bisa mendorong pihak 
swasta terlibat dalam program penurunan emisi misalnya kebijakan 
insentif non fiscal dalam bentuk pengurangan pajak seluas area high 
conservation value (HCV) atau area bernilai konservasi tinggi yang 
dikelolanya. Hal lain misalnya ada kepastian perpanjangan izin bagi 
perusahaan yang mengelola bisnisnya secara berkelanjutan serta 
penyederhanaan dan kemudahan izin bagi perusahaan yang bersertifikat 
pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL). 

Kementerian Keuangan sudah melakukan beberapa terobosan kebijakan 
dalam bentuk dukungan pendanaan terkait penurunan emisi. Melalui 
forum diskusi yang digagas FCPF, terobosan semacam ini telah 
disosialisasikan kepada sektor swasta tentang skema insentif (seperti 
green sukuk, green banking, dan bank insurance) untuk mendorong 
mereka terlibat dalam penurunan emisi. Sudah ada dua bank yang 
memberikan pinjaman lunak bagi perusahaan yang melakukan bisnisnya 
secara berkelanjutan. Agar kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil 
System (ISPO) dapat ditegakkan, masih diperlukan kejelasan perihal 
insentif bagi perusahaan perkebunan yang menerapkan ISPO dan 
disinsentif bagi yang tidak menerapkan.  

Melalui fasilitasi dan diskusi FCPF, pelibatan sektor swasta dalam 

penurunan emisi terus didorong. Melalui OPD Dinas Perkebunan yang 

mendampingi Forum Perkebunan Berkelanjutan terus mensosialisasikan 

peluang insentif swasta dalam penurunan emisi. Bahkan dalam areal 

perlindungan wilayah esensial berbasis lanskap di Wehea dan Kelay ada 

inisiatif yang inovatif (meskipun belum ada kejelasan insentif), pihak 
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swasta di kedua wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau ini 

telah berpartisipasi secara voluntary dalam penurunan emisi karbon di 

Kaltim. 
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Pembelajaran dari terobosan kebijakan swasta dalam 
penurunan emisi: 
V Melalui forum diskusi FCPF, beberapa terobosan kebijakan 

dalam mendukung swasta yang terlibat dalam penurunan emisi 
dapat diketahui. 

V Masih diperlukan kejelasan perihal insentif bagi perusahaan 
yang menerapkan bisnis yang berkelanjutan dan disinsentif bagi 
yang tidak menerapkannya.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Gambar: Workshop Mencari Terobosan Kebijakan Insentif Bagi Swasta 
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11. Mendorong Terobosan Kebijakan dan 

Hukum 
 

Isu perubahan iklim dan REDD+ merupakan isu yang relatif baru dan 

menjadi topik pembicaraan yang menarik di berbagai kalangan. FCPF 

secara khusus membantu negara-negara berkembang khususnya di 

Indonesia dalam penanganan deforestasi dan degradasi, telah 

mendorong munculnya berbagai kebijakan baru guna mendukung 

kesiapan proyek ini baik di level nasional maupun sub nasional. 

Katakanlah sebagai salah satu contoh soal perlunya dibentuk badan 

layanan khusus yang bisa mengelola dana-dana insentif yang diterima 

Indonesia dari kinerjanya menurunkan emisi karbon. Badan Layanan 

Umum (BLU) dalam pengelolaan dana sumber daya alam ini dibentuk 

menjadi unit bisnis yang masih dibawah otorisasi pemerintah, tetapi 

memiliki kemandirian dalam hal pengelolaan dan penyaluran dana 

karbon yang diterima kepada pelaksana REDD+ di lapangan. Dimana 

sebelumnya, tidak memungkinkan kementerian teknis seperti KLHK 

dapat menyalurkan dana langsung ke masyarakat lokal pelaksana 

REDD+. 

Di level sub nasional, FCPF mendorong dan memfasilitasi proses 

penyusunan Peraturan Gubernur Kaltim tentang umpan balik dan 

penanganan keluhan dari masyarakat, pengintegrasian program REDD+ 

dalam program pembangunan daerah yang sedang berjalan baik di level 

provinsi maupun kabupaten/kota. 
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Pembelajaran dari mendorong terobosan kebijakan dan 
hukum: 
V Isu perubahan iklim dan REDD+ merupakan isu yang relatif baru, 

berpeluang mendorong adanya terobosan kebijakan dan hukum 
baru. 

V Pendampingan hukum dan kebijakan harus dilakukan mulai dari 
proses awal program REDD+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: Pembekalan Tim untuk Merumuskan Peluang Hukum 

Persiapan Negosiasi ERPA  
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12. ERPD Kaltim Dokumen Berstandar 

Internasional  
 

ERPD (Emission Reduction Program Document) atau Dokumen Program 

Pengurangan Emisi berisikan rencana Kalimantan Timur dalam 

menurunkan emisinya dari degradasi dan deforestasi. Dokumen ini 

disusun sebagai prasyarat yang harus dipenuhi negara yang ikut 

berpartisipasi dalam kerangka FCPF Carbon Fund melalui World Bank. 

Dokumen ini secara umum berisikan strategi, aksi dan intervensi, 

rencana operasional dan keuangan, proses konsultasi dan partisipasi 

berbagai pihak, pengelolaan risiko dan dampak sosial dan lingkungan, 

pengukuran dan pelaporan pengurangan emisi, pembagian manfaat 

sampai pada bagaimana hak atas karbon dialihkan dari Indonesia ke 

donatur yang membeli hasil dari penurunan emisi tersebut. 

Tim Indonesia dan Kaltim Khususnya yang berjibaku menyusun ERPD ini 

patut berbangga hati sampai pada akhirnya ERPD bisa diterima dan 

memenuhi standar World Bank sebagai wali amanah dana karbon 

program penurunan emisi FCPF. Dengan diterimanya dokumen ini dan 

berlanjut pada proses selanjutnya yaitu penandatangan kesepakatan 

dengan Pemerintah Indonesia, hal ini menunjukkan tim Indonesia 

memiliki kemampuan dan diperhitungkan di dunia internasional.  

Dengan ERPD yang baik dan memenuhi standar, dampaknya bagi 

implementasi program ke depan akan menjadi pemantik awal agar 

semua pihak melaksanakan program penurunan emisi ini dengan 

semangat. Tim kerja yang kuat dan memiliki kompetensi internasional 

merupakan aset dan penunjang keberhasilan program pengurangan 

emisi dalam kerangka kerja FCPF di Kaltim. Tantangannya tentu saja tidak 

mudah karena apa yang kita tuangkan dalam ERPD perlu dibuktikan 

sampai tahap akhir pembayaran. 
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Pembelajaran dari ERPD dokumen berstandar 
internasional: 
V Tim Indonesia memiliki kapasitas dan kompetensi menyusun 

dokumen yang memenuhi standar lembaga internasional (World 
Bank). 

V ERPD yang berkualitas salah satu penentu keberhasilan program 
penurunan emisi di Kaltim. 

 

 

 

Gambar: Penyerahan ERPD dari KLHK ke Pemprov Kaltim  
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13. Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan 
 

Dengan adanya rencana persiapan implementasi FCPF Carbon Fund 

tahun 2020-2024, maka otomatis proses ini akan mendorong upaya 

perbaikan tata kelola hutan dan lahan yang lebih baik di Kaltim.  Tata 

kelola yang lebih baik misalnya di areal lindung, maka intensitas 

pembalakan liar akan menurun, ada perbaikan cadangan karbon hutan, 

ada perbaikan pengelolaan hutan oleh pihak swasta dan KPH melalui 

penataan batas kawasan kelola, ada peningkatan kapasitas KPH dalam 

mengelola hutan, ada upaya perlindungan hutan dan jasa lingkungan 

oleh masyarakat dan swasta, kebakaran hutan dan lahan berkurang, ada 

perbaikan dan perlindungan habitat alami hutan, konversi hutan di areal 

konsesi perkebunan berkurang, areal HCV dalam konsesi perkebunan 

(kelapa sawit) lebih terjaga, dan ada perlindungan pada kawasan hutan 

konservasi dan pada ekosistem dan tegakan mangrove. 

Ketika Kaltim terpilih menjadi lokasi implementasi REDD+ Carbon Fund 

tahun 2015, maka ada semangat bersama antara pemerintah, swasta 

dan masyarakat untuk melakukan perbaikan tata kelola hutan dan 

lahannya. Kesadaran berjamaah ini memang tidak terjadi otomatis, 

tetapi dengan proses persiapan proyek FCPF sejak 2015 sampai 2019 

memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpikir dan 

bertindak meningkatkan kinerja menurunkan emisi dalam wilayah 

kelolanya agar siap menyambut implementasi Carbon Fund yang 

sesungguhnya tahun 2020-2024. 
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Pembelajaran dari perbaikan tata kelola hutan dan lahan: 
V Tata kelola hutan dan lahan bisa diperbaiki jika ada tujuan dan 

semangat bersama. 
V Upaya perbaikan tata kelola ini akan dipantau dan akan 

mendapatkan insentif. 
 

 

 

Gambar: Perkebunan Masyarakat di Kampung Teluk Sumbang          

(Foto oleh Puni Ayu Anjungsari)  
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14. Pengelolaan Data & Informasi di Kaltim  
 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berbenah mendorong 

keterbukaan informasi publik dari proses pembangunan hijau yang 

diusungnya. Ada beberapa laman yang telah dibangun seperti informasi 

publik Pemprov Kaltim, sistem informasi data pembangunan, one map, 

penanganan keluhan, DDPI, MMR Kaltim dan beberapa laman di 

beberapa OPD (BAPPEDA, DINASLH, DISHUT, DISBUN, DKP dan DPMPD).  

Melalui surat keputusan Gubernur Kaltim No. 491/K.555/2011 yang 

diperbaharui dengan No.0480.15/K.68.2018 telah dibentuk Pejabat 

Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov Kaltim. 

PPID pembantu bahkan dibentuk di masing-masing Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD). Dengan adanya PPID ini maka di Kaltim telah diterbitkan 

daftar informasi publik serta SOP, termasuk pelayanan informasi dan 

penyelesaian sengketa informasi. 

Untuk memperkuat layanan penyampaian aspirasi dan penanganan 

keluhan, maka Biro Ekonomi Pemprov Kaltim dengan dukungan FCPF 

sedang menggodok penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur 

(Rapergub) terkait penanganan keluhan masyarakat. Sedangkan laman 

khusus untuk pengaduan keluhan masyarakat dikelola oleh Dinas 

Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Kaltim. Dengan sistem 

ini, masyarakat bisa melihat status laporan dan umpan balik yang 

diperlukan. 

Gaung FCPF yang akan diimplementasikan di wilayah yurisdiksi 

Kalimantan Timur telah menjadi stimulus dan mendorong sistem layanan 

informasi publik dan layanan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan 

menjadi lebih efektif. Saat berpartisipasi dalam program REDD+, 

masyarakat, swasta bahkan stakeholders lainnya akan memanfaatkan 

sistem yang telah dibangun Pemprov di Kalimantan Timur ini menjadi 

media efektif untuk memonitor perkembangan proyek. 
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Pembelajaran dari pengelolaan data dan informasi di 
Kaltim: 
V Rencana implementasi REDD+ di Kaltim menjadi stimulus sistem 

pengelolaan data dan informasi lebih baik. 
V Sistem informasi data yang dibangun Pemrov Kaltim merupakan 

wadah dimana masyarakat berpartisipasi dalam program 
penurunan emisi. 

 

 

Gambar: Website Portal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
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15.  Plot Sampel Permanen Karbon Hutan 
 

Plot Sampel Permanen atau Permanent Sample Plot (PSP) merupakan 

areal dengan tanda batas yang jelas yang digunakan untuk pengumpulan 

dan pemantauan data secara permanen dan berkesinambungan. Dalam 

kerangka kerjasama REDD+ Readiness Preparation FCPF, maka P3SEKPI 

bermitra dengan para pihak di Provinsi Kaltim telah membangun 487 PSP 

selama tahun 2016-2018. Selain di Provinsi Kaltim, Pembangunan PSP ini 

juga dilakukan di beberapa lokasi lainnya di Indonesia. Data PSP untuk 

konteks perubahan iklim untuk mengetahui faktor emisi atau serapan 

karbon hutan baik untuk baseline data maupun saat telah dilakukan 

kegiatan mitigasi iklim. 

Pembangunan PSP melalui pelibatan tim peneliti P3SEKPI dan berbagai 

pihak di sub nasional (provinsi) melalui rangkaian kegiatan diskusi 

kelompok terfokus (FGD) dan lokakarya untuk pembahasan lembaga 

pengelola dan pembiayaan, asistensi teknis, peningkatan kapasitas dan 

supervisi atas pengelolaan PSP dari pusat ke daerah. Bagian terpenting 

dari rangkaian proses itu adanya pelatihan pengukuran karbon hutan 

bagi para pihak pengelola PSP di daerah. 

Pengeloaan dan pemanfaatan PSP secara optimal untuk mendapatkan 

data dalam konteks pengelolaan dan perlindungan hutan yang telah 

dibangun melalui proyek FCPF ini terus berproses. Harapannya inisiatif 

pembangunan PSP ini akan mendorong Pemerintah Daerah untuk 

membangun PSP lainnya agar bisa mewakili tutupan lahan yang belum 

terwakili. Bahkan hal ini dijadikan mandatory bagi pemegang izin 

pemanfaatan dan penggunaan lahan hutan. 
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Pembelajaran dari plot sampel permanen (PSP) karbon 
hutan: 
V PSP penting untuk mengetahui faktor emisi atau serapan karbon 

hutan untuk kegiatan mitigasi iklim. 
V Pembangunan PSP ini membangun kepemilikan dan supervisi 

untuk peningkatan kapasitas pusat ke daerah. 

      

 

 

Gambar: Kegiatan PSP FCPF Tahun 2018 Tim 9 di Kaltim   
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16. Kesepahaman Soal Hukum dan Kebijakan 
 

Pemahaman antar lintas kementerian  dalam struktur pemerintahan di 

Indonesia terhadap kebutuhan kerangka dan perangkat hukum yang 

dibutuhkan dalam implementasi REDD+ khususnya masih beragam. 

Padahal perlu ada pemahaman yang sama khususnya yang berkaitan 

dengan kepemilikan kredit karbon beserta pengalihannya kepada pihak 

pembeli kredit karbon yang dihasilkan oleh program REDD+. 

Pendampingan hukum dan kebijakan harus dilakukan mulai dari proses 

awal program REDD+ (mulai dari tahapan pembuatan ER-PIN dan atau 

LoI), sehingga bisa mengantisipasi masalah-masalah hukum yang 

mungkin terjadi pada tahapan pembuatan dokumen ER-PD dan negosiasi 

ERPA. Tetapi dalam proyek ini, pendampingan hukum baru dilakukan 

saat perjalanan proyek dan makin intensif saat proses persiapan pre 

negosiasi ERPA. 

Pendampingan hukum terhadap program REDD+ membutuhkan 

kapasitas keahlian lintas ilmu dan isu hukum yang kompleks. Dalam 

proyek kesiapan implementasi ini ada upaya peningkatan pemahaman 

dan kapasitas dari kantor biro hukum kementerian (khususnya KLHK, 

Kemenkeu, dan Kemenlu) melalui diskusi, dialog dan lokakarya yang 

dipandu oleh para kuasa hukum yang berpengalaman dalam isu REDD+ 

dan negosiasi ERPA. 
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Pembelajaran dari kesepahaman soal hukum dan 
kebijakan: 
V Pemahaman yang sama perlu ada terkait kepemilikan kredit 

karbon dan pengalihannya. 
V Pendampingan hukum membutuhkan kapasitas keahlian lintas 

ilmu dan isu hukum yang kompleks. 
V Peningkatan kapasitas hukum dan kebijakan pararel dengan 

proses. 
 

 

Gambar: Paralegal World Bank Memberikan Pemahaman Hukum 

Perjanjian Kesepakatan Penurunan Emisi Karbon   
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17.  Penjangkauan Publik 
 

Kiprah Biro Humas Pemprov Kaltim dalam mensosialisasikan progres dan 

capaian menuju implementasi REDD+ melalui FCPF Carbon Fund kepada 

publik sangat vital. Humas Pemprov Kaltim telah sedemikian baik 

melibatkan para jurnalis dari media cetak, media online maupun media 

dan audio visual (televisi lokal dan nasional). Keberhasilan Biro Humas 

Pemrov ini didukung komitmen tim kerja Humas Pemprov dari mulai 

Kepala Biro, Kepala Seksi, Kasubag, serta para staff pemberitaan dan 

administrasi yang berkomitmen tinggi dan bekerja dengan profesional. 

Humas Pemprov Kaltim dalam salah satu pendekatan strategis untuk 

publikasi FCPF yaitu dengan melibatkan jurnalis secara optimal, sebagai 

mitranya. Metode pendekatan pelibatan jurnalis dilakukan dengan 

melalui komunikasi yang intensif melalui berbagai saluran komunikasi, 

mengundang jurnalis hadir di acara kegiatan/event FCPF, menggelar 

pembelajaran dan pelatihan terkait isu-isu perubahan iklim dan program 

FCPF, serta mengadakan kunjungan lapangan ke beberapa lokasi 

akunting area FCPF di Kaltim. 

Targetnya, capaian yang telah dihasilkan proyek persiapan FCPF di Kaltim 

diketahui oleh orang banyak. Jika diketahui oleh orang banyak (publik), 

maka dukungan dan partisipasi dari masyarakat akan kuat. Jurnalis 

adalah mitra kerja yang terus digandeng dalam setiap derap 

pembangunan di Kaltim, termasuk dalam pembangunan di bidang 

lingkungan dan kehutanan. Melalui para jurnalis, informasi apa yang 

sedang dilakukan dan telah dicapai informasinya dapat sampai kepada 

masyarakat Kaltim dan ke Publik umum.  

Dengan dukungan PMU proyek, Humas Pemprov Kaltim selalu 

menyediakan informasi dan berita kepada wartawan, sehingga 

mendorong publikasi dan sosialisasi program FCPF intensif dilakukan 

melalui berbagai media. Segala cara yang strategis digunakan Humas 

Pemprov dalam rangka mendorong sosialisasi FCPF menjelang 

implementasi program di tahun 2020-2024. 
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Di halaman khusus Kaltim Tribun Kaltim dan Kaltim Post, terdapat kolom 

khusus yang dikontrak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menyampaikan 

berita pembangunan Kaltim. Halaman tersebut telah kerapkali diisi 

secara berkala dengan berita-berita kegiatan FCPF. Berita yang 

disampaikan terkait perkembangan kesiapan REDD+ di level Provinsi 

Kaltim dan di level nasional kepada publik umum. 

Saat event besar seperti launching program penurunan emisi (15 Mei 

2019), serta launching Pre-Negosiasi ERPA dan dialog interaktif 

pembagian manfaat (9 September 2019) di kantor Gubernur Kaltim, 

Humas Pemrov juga telah menggelar konferensi pers. Dengan konferensi 

pers ini memungkinkan para jurnalis dan nara sumber dapat berinteraksi 

secara langsung. Jika jurnalis bertemu nara sumber yang kompeten di 

bidangnya, maka jurnalis sebagai agen pembawa pesan dan agen 

pembawa perubahan akan menulis dan menyampaikan berita yang lebih 

berkualitas dalam setiap publikasinya kepada publik. 

Strategi penjangkauan Humas Pemprov Kaltim bekerjasama dengan 

P3SEKPI selaku implementing agency program persiapan REDD+ di 

Kaltim yaitu dengan menggunakan website Pemprov Kaltim 

(https://kaltimprov.go.id/), website setiap Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) dan website P3SEKPI (http://puspijak.org/) dengan memuat berita 

dan informasi berkala terkait pelaksanaan kegiatan FCPF.  

Penjangkauan publik lainnya juga melalui video singkat melalui saluran 

youtube, radio dan televisi lokal, berbagai channel media sosial lain 

(facebook, instagram, twitter, WA, dsbnya), serta media cetak (poster, 

lembar informasi, banner dan buku). Pilihan-pilihan media komunikasi 

untuk penjangkauan publik ini berdasarkan kebutuhan dan target 

sasaran penerima informasi (audiences).  

 
  

https://kaltimprov.go.id/
http://puspijak.org/
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Pembelajaran dari Penjangkauan Publik: 
V Banyak cara dan media yang bisa digunakan, tetapi yang paling 

efektif yang sesuai dengan kebutuhan target publik yang disasar. 
V Penting melibatkan jurnalis lokal sebagai agen penyampai pesan 

dan perubahan. 
V Media komunikasi yang dimiliki Pemprov Kaltim dan P3SEKPI 

serta berbagai media sosial efektif digunakan dan menjangkau 
publik umum. 

 

 

Gambar: Kunjungan Lapangan Jurnalis, Bertemu Langsung dengan Nara 
Sumber dari Masyarakat 
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18. OPD Implementer Kegiatan 
 

Di Kalimantan Timur aktivitas Readiness REDD+ sejalan dengan Program 
Kalimantan Timur Hijau menuju transformasi ekonomi hijau dan 
pembangunan rendah karbon. Dana hibah dikucurkan World Bank untuk 
membiayai berbagai kegiatan Persiapan implementasi REDD+ baik di 
level nasional maupun provinsi Kalimantan Timur Januari 2017 sampai 
November 2019.  
 
Adapun unit pengelola proyek (PMU) FCPF dan bermitra dengan Dewan 

Daerah Perubahan Iklim Kalimantan Timur (DDPI  Kaltim) serta 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltim berbasis lahan 

dalam rangka melakukan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai 

pihak di Kalimantan Timur untuk pelaksanaan kegiatan.   

Kegiatan FCPF dilaksanakan di nasional (Ditjen PPI dan Balitbang dan 

Inovasi KLHK) dan kegiatan sub nasional oleh OPD di Kalimantan Timur 

bekerjasama dengan DDPI Kaltim. Beberapa contoh kegiatan yang 

dilaksanakan misalnya program Pengarusutamaan FCPF-Carbon Fund 

dilaksanakan oleh Bappeda Kaltim. Sosialisasi Mekanisme Pembagian 

Manfaat dilaksanakan oleh Biro Ekonomi Pemprov Kaltim. Penyusunan 

Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Nilai Konservasi Tinggi pada 

Areal Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan. Peningkatan 

Kapasitas Penghitungan Karbon dan Pengukuran, Monitoring serta 

Pelaporan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dan banyak lagi 

kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh mitra kerja FCPF. 

Pelibatan mitra kerja dalam pelaksanakan kegiatan ini telah memperkuat 

komitmen dan membangun rasa kepemilikan yang tinggi atas program. 

Jika ada rasa memiliki, maka akan selalu ada energi positif dan semangat 

bersama membuat program ini nyata diaplikasikan di lapangan. 
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Pembelajaran dari OPD implementer kegiatan: 
V Pelibatan OPD dalam pelaksanakan kegiatan memperkuat 

komitmen dan membangun rasa kepemilikan. 
V Isu proses administrasi dan keuangan kerjasama mengemuka, 

tetapi tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.   
 

 

 

Gambar: Sosialisasi & Konsultasi Padiatapa Tingkat Kabupaten/Kota  
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19.  Integrasi Program ER FCPF ke RPJM 

Kaltim  
 

Derap langkah pembangunan di Kaltim selalu akan mempertimbangkan 

kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup, serta sedapat mungkin 

program yang baru harus terintegrasi dalam rencana pembangunan 

daerah. Demikian halnya dengan program penurunan emisi (ER) yang 

digagas KLHK, oleh Pemprov Kaltim telah diintegrasikan dalam dokumen 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi 

Kalimantan Timur. 

Integrasi Program Penurunan Emisi FCPF-CF ke dalam RPJMD provinsi 

dan kabupaten/kota difasilitasi oleh Sekretariat Daerah Provinsi 

Kalimantan Timur. Proses integrasi digelar di Hotel Novotel Balikpapan 

pada tanggal 23-24 Juli 2019 dihadiri Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas 

Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dari seluruh kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur. Kehadiran OPD 

dari kabupaten/kota dalam integrasi ini diharapkan akan ditindak-lanjuti 

di daerah masing-masing, tindakan nyata kegiatan program ER di daerah. 

Integrasi Program ER ini dalam RPJMD Kaltim merupakan perwujudan 

implementasi komitmen Pemprov dalam upaya-upaya penanggulangan 

perubahan iklim serta upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dari 

sektor kehutanan dan lahan. Proses integrasi dan tagging program ER 

juga merupakan salah satu cara untuk melibatkan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sehingga menciptakan kepemilikan atas program. 

Selain itu, dengan proses integrasi program ER ini, maka saat 

implementasi penuh FCPF Carbon Fund 2020-2024 akan dialokasikan 

sumberdaya pendukung dan anggaran pembiayaan program dari APBD 

untuk kegiatan supervisi dan monitoring pelaksanaan program.     
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Pembelajaran dari Integrasi Program ER FCPF ke Dalam 
RPJM Kaltim: 
V Integrasi Program ER ke dalam dokumen RPJM Kaltim, wujud 

komitmen Pemprov Kaltim untuk mendukung penanganan isu 
perubahan iklim. 

V Integrasi Program ER menciptakan kepemilikan dan memastikan 
saat implementasi mendapatkan berbagai dukungan 
sumberdaya dan pendanaan yang diperlukan.   

 

 

Gambar: Peserta Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan FCPF oleh 
OPD Kaltim 
 


